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memberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan
pidato pengukuhan berjudul:

Kesiapan Institusi Pendidikan Tinggi untuk Mendukung
Pemanfaatan Eviden dalam Kebijakan dan Praktik
Kesehatan

Hadirin yang saya muliakan,

Judul ini saya pilih karena misi utama institusi
pendidikan  tinggi  kedokteran dan kesehatan adalah
melaksanakan tridarma untuk meningkatkan status kesehatan
individu, keluarga, dan masyarakat. Pemanfaatan eviden
merupakan jembatan antara penelitian-penelitian di bidang
kedokteran dan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan.
Institusi pendidikan tinggi di bidang kedokteran dan kesehatan
sebagai agen perubahan, perlu mendorong pemanfaatan eviden
dalam kebijakan dan praktik kesehatan. Judul ini sekaligus
merefleksikan karir akademik yang telah saya tempuh serta
memberikan pijakan yang lebih kuat akan perjalanan saya ke
depan. Sistematika pidato pengukuhan ini mencakup kebutuhan
eviden dalam pengembangan kebijakan dan praktik kesehatan,
sejarah konsep pemanfaatan eviden dalam praktik kesehatan,
perkembangan konsep pemanfaatan eviden dalam kebijakan,
tantangan-tantangan bagi para peneliti dan institusi pendidikan
tinggi dalam mendorong pemanfaatan eviden, serta
melembagakan upaya-upaya pemanfaatan eviden dalam
kebijakan dan praktik kesehatan.



Kebutuhan Eviden dalam Pengembangan Kebijakan dan
Praktik Kesehatan

Hadirin yang saya hormati,

Berbicara mengenai kebutuhan eviden, ingatan saya
melayang pada Maret 2020, beberapa minggu setelah kasus
COVID-19 yang pertama di Indonesia diumumkan oleh
Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu pemerintah sedang
mempertimbangkan opsi-opsi kebijakan untuk membatasi
penyebaran COVID-19, termasuk opsi karantina wilayah DKI
Jakarta menjelang periode mudik Hari Raya Idul Fitri. Beberapa
pejabat pemerintah saat itu menghubungi kami untuk meminta
saran pertimbangan opsi tersebut. Beberapa pertanyaan yang
diajukan antara lain: apakah karantina wilayah dimungkinkan
untuk diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi
lapangan? Seberapa efektif pemberlakuan opsi karantina
wilayah untuk pengendalian COVID-19? Bagaimana potensi
dampak sosial, ekonomi dan politik bila opsi karantina wilayah
diberlakukan?

Pada saat itu kami menghadapi dilema dalam
memberikan rekomendasi kebijakan yang meyakinkan karena
pemerintah harus segera mengambil keputusan sedangkan
eviden hasil penelitian terkait COVID-19 belum banyak yang
terpublikasi dan bervariasi dari sisi kualitas penelitian, eviden
hasil penelitian penerapan karantina wilayah berskala luas masih
sangat jarang, data-data untuk melakukan pemodelan sangat
terbatas, belum lagi pertimbangan aspek sosial, politik dan
ekonomi karantina wilayah. Dengan demikian permasalahannya
berlapis. Masalah pertama adalah keterbatasan ketersediaan
eviden. Masalah kedua adalah kualitas ataupun relevansi dari
eviden yang ada. Masalah ketiga adalah memanfaatkan eviden



yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yyang
kompleks dalam waktu yang singkat. Tingkat kesiapan institusi
pendidikan untuk berperan dalam perumusan kebijakan sangat
menentukan kemampuan untuk menyikapi lapisan-lapisan
permasalahan pemanfaatan eviden untuk perumusan kebijakan
pengendalian COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah mengungkap ketidaksiapan
institusi-institusi pendidikan tinggi di dunia untuk berperan
dalam perumusan kebijakan, untuk berdinamika dalam
diskursus politis pengambilan kebijakan (Mahendradhata &
Kalbarczyk, 2021). Keputusan-keputusan dilematis diambil
hampir setiap hari pada masa pandemi COVID-19 untuk
mengatasi ancaman-ancaman Yyang sulit dikendalikan. Oleh
karena itu, cara institusi pendidikan tinggi menghasilkan dan
mentransfer eviden ke arena pengambilan kebijakan semakin
penting bagi negara-negara dalam menghadapi pandemi
(Mahendradhata & Kalbarczyk, 2021). Pandemi COVID-19
meningkatkan kebutuhan akan eviden ilmiah baru yang valid
untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan kebijakan
yang mendesak; serta peningkatan proses untuk sintesis,
penyerapan, dan penerapan eviden tersebut dengan cepat
(Bastani et al, 2022). Namun, pandemi COVID-19 juga
menunjukkan rendahnya tingkat kesiapan institusi akademik
untuk mendorong pemanfaatan eviden, khususnya dalam
konteks kedaruratan kesehatan yang kompleks (Mahendradhata
& Kalbarczyk, 2021). Eviden sangat banyak dihasilkan selama
pandemi COVID-19, sehingga pemanfaatan eviden tersebut
dalam kebijakan dan praktik semestinya menjadi prioritas bagi
institusi pendidikan tinggi (Bastani et al, 2022).

Eviden dapat diartikan sebagai informasi yang
memungkinkan penilaian terhadap kebenaran suatu proposisi
(Buse et al, 2024). Definisi tersebut berimplikasi bahwa konsep



eviden sesungguhnya bermakna luas. Ada berbagai jenis eviden,
seperti eviden sehari-hari (misal pengetahuan tacit), atau eviden
penelitian (Funk et al, 2022). Eviden penelitian dapat diartikan
sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan secara sistematis
dan dilaporkan secara transparan, serta dapat didasarkan pada
penelitian primer atau sekunder (misalnya tinjauan sistematik
atau sintesis eviden lainnya). Informasi kesehatan juga
merupakan jenis eviden penting dalam kesehatan masyarakat.
Informasi kesehatan mencakup semua jenis data yang berkaitan
dengan status kesehatan dan riwayat kesehatan individu atau
populasi (Funk et al, 2022).

Diskursus kebijakan dan pengambilan keputusan pada
dasarnya bersifat politis dan oleh karena itu bertumpu pada nilai-
nilai politik, persuasi, dan negosiasi. Tujuan pendekatan
kebijakan yang mempertimbangkan eviden (Evidence-informed
policy - EIP) adalah untuk menerapkan metode yang eksplisit dan
sistematis, dan untuk meningkatkan transparansi dalam proses
pengambilan keputusan (Schiinemann et al, 2022). Pemanfaatan
eviden yang baik dalam kebijakan kesehatan membantu
memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada
pemahaman yang kuat mengenai permasalahan yang ada,
sehingga menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih
berpotensi mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan
manfaat bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan (WHO,
2020). EIP menganjurkan penggabungan eviden penelitian
sebagai masukan untuk proses pengambilan keputusan dalam
perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan. Dalam
konteks ini, EIP menekankan bahwa keputusan harus didasarkan
pada bukti terbaik yang tersedia, serta faktor-faktor lain seperti
konteks, opini publik, kesetaraan, kelayakan implementasi,
aksesibilitas, keberlanjutan dan penerimaan terhadap pemangku
kepentingan (Baretto et al,



2023). Pemanfaatan eviden secara sistematis dalam kebijakan
sangat penting untuk tata kelola yang efektif, efisien, dan
akuntabel. Perkembangan dan tantangan pemanfaatan eviden
dalam kebijakan kesehatan saat ini tidak bisa terlepas dari
konsep Kedokteran Berbasis Eviden (Evidence Based Medicine
- EBM).

Sejarah konsep pemanfaatan eviden dalam praktik
kesehatan

Hadirin yang berbahagia,

Sejarah pemanfaatan eviden dalam kebijakan dan praktik
kesehatan bermula dari sejarah gerakan EBM. Secara historis,
akar EBM berawal dari gerakan transformasi sistem kesehatan
Inggris dengan pembentukan Sistem Kesehatan Nasional (NHS),
yang diperjuangkan oleh Archibald Cochrane, pionir dalam
epidemiologi klinik (Faria et al, 2021). Istilah “kedokteran
berbasis eviden” pertama kali dicetuskan oleh Gordon Guyatt,
Direktur Program Penyakit Dalam di Universitas McMaster
periode tahun 1990-an. Meskipun demikian adalah David
Sackett yang tercatat sebagai pencetus definisi klasik EBM,
yaitu pemanfaatan eviden terbaik yang tersedia secara teliti,
eksplisit, dan bijaksana dalam pengambilan keputusan mengenai
perawatan pasien, di samping pengalaman dokter dan preferensi
pasien (Faria et al, 2021). Definisi ini menempatkan eviden
penelitian pada tempat yang tepat dalam perawatan pasien secara
keseluruhan. Menurut Sackett, komponen kunci EBM adalah:
(1) pertimbangan harapan (keinginan) pasien; (2) keterampilan
klinis tenaga medis; dan (3) bukti terbaik yang tersedia bagi
tenaga medis (Faria et al, 2021). Sackett juga berjasa dalam
memperbaiki sistem pemeringkatan



eviden - Levels of Evidence (LOE) yang diperkenalkan
sebelumnya oleh Gugus Tugas Pemeriksaan Kesehatan Berkala
Kanada (Thoma & Eaves, 2015).

Eviden yang terbaik, menurut Sackett et al, didapatkan
ketika uji acak terkendali (randomized controlled trial — RCT)
dilakukan untuk menguji kemanjuran pendekatan terapeutik
pada populasi pasien tertentu (Faria et al, 2021). Salah satu
pencapaian terbesar EBM vyang dipromosikan melalui
penyebaran ide-ide Cochrane adalah tinjauan sistematis
(systematic review) dan/atau meta-analisis (meta analysis).
Metode tersebut digunakan para peneliti untuk mengidentifikasi
berbagai penelitian mengenai suatu topik dan menganalisisnya
secara kritis untuk merangkum eviden terbaik yang tersedia.
Ringkasan dan analisis ini memiliki kelebihan karena mengikuti
metode ilmiah yang ketat dan dapat direplikasi.

Sejak tahun 1990an, EBM semakin meluas secara global,
khususnya melalui International Clinical Epidemiology
Network (INCLEN), dengan dukungan investasi berskala besar
yang konsisten oleh Rockefeller Foundation dan Cochrane
Collaboration, sebuah gerakan internasional yang didirikan
pada tahun 1993 oleh lain Chalmers untuk berbagi data Klinis
yang divalidasi secara ilmiah (Faria et al, 2021). Ekspansi global
dari EBM mencapai Indonesia pada tahun 1980-an, melalui Unit
Epidemiologi Klinik dan Biostatistik (CE&BU) yang didirikan
bersama oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM dan Direktur
Rumah Sakit Dr Sardjito untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian kedokteran, dan
kebijakan kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang.

Sebagaimana diuraikan di atas, secara historis gerakan
pemanfaatan bukti awalnya berfokus pada layanan medis, namun
pada perkembangannya prinsip-prinsip pendekatan EBM
diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas. Istilah Kedokteran



berbasis eviden dalam perkembangannya dirasa membatasi
karena hanya merujuk pada praktik kedokteran (Loversidge &
Zurmehly, 2019). Profesi-profesi kesehatan yang lain kemudian
berupaya untuk memperluas definisi dan menggunakan istilah
praktik yang dirasa lebih inklusif. Istilah praktik berbasis eviden
(Evidence-Based Practice - EBP) kini lazim dijumpai dan
digunakan di kalangan yang tidak terbatas pada profesi medis.
Lebih dari 50 model EBP telah dikembangkan namun semuanya
mengacu pada satu tujuan: mengembangkan metode yang
sistimatis bagi pengguna untuk mengajukan pertanyaan klinis,
mencari dan mensintesis eviden, dan menerjemahkan eviden
penelitian pada konteks praktik kesehatan.

Dalam perkembangannya pendekatan EBM juga telah
mendorong berkembangnya pendekatan riset implementasi
dalam konteks kesehatan (Peters et al, 2013). Riset implementasi
merupakan pendekatan sistematis untuk memahami dan
mengatasi hambatan terhadap implementasi intervensi, strategi
dan kebijakan kesehatan yang efektif dan berkualitas (WHO,
2018). EBM memberikan landasan bagi pengambilan keputusan
klinis, dengan menekankan penggunaan penelitian berkualitas
tinggi untuk memandu praktik medis. Riset implementasi
berfokus pada proses mengintegrasikan temuan EBM ke dalam
pelayanan rutin, mempelajari dinamika kompleks yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, dan meningkatkan
penerapan praktik berbasis eviden. Sinergi EBM dan riset
implementasi memastikan bahwa eviden terbaik yang tersedia
diterapkan secara efektif dalam layanan kesehatan, sehingga
pada akhirnya memberikan manfaat bagi pasien dan
meningkatkan kualitas luaran layanan kesehatan. Tim peneliti
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
(FK-KMK) UGM telah memelopori pengembangan riset
implementasi di Indonesia dan penguatan kapasitas riset
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implementasi di kawasan Asia Tenggara selama lebih dari satu
dekade. Kajian kami bersama beberapa peneliti dari institusi-
institusi pendidikan tinggi lain (Alonge et al, 2019) telah
merumuskan kerangka kompetensi riset implementasi bagi tim
peneliti di negara berkembang. Konsep EBM selanjutnya juga
merambah ranah kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan
(Wilson & Sheldon 2019).

Perkembangan konsep pemanfaatan eviden dalam
kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan

Hadirin yang saya muliakan,

Tantangan-tantangan muncul saat prinsip-prinsip EBM
masuk dalam ranah kebijakan kesehatan. Bagi pengambil
kebijakan, eviden hasil penelitian hanya merupakan salah satu
dari sekian banyak sumber pengetahuan, dan efektifitas hanya
merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang perlu
dipertimbangkan.  Selain eviden efektivitas intervensi,
pengambil kebijakan juga perlu mempertimbangkan eviden
kecukupan sumber daya; nilai-nilai dan konteks kebijakan;
pilihan tujuan kebijakan; efek samping; biaya dan manfaat; serta
urgensi politis (Cartwright & Hardie, 2012). Dalam konteks
argumen efektivitas pun, RCT baru dapat menjawab sebagian
dari pertimbangan efektivitas bagi seorang pengambil kebijakan.
RCT dalam perspektif kebijakan sebatas membuktikan bahwa
suatu intervensi efektif di konteks tertentu, namun belum dapat
menjamin bahwa intervensi tersebut akan menunjukkan pola
kausalitas yang sama di konteks lokal yang dipertimbangkan
untuk adopsi intervensi (Cartwright & Hardie, 2012). RCT juga
belum dapat menjawab apakah faktor-faktor pendukung
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keberhasilan cukup memadai di konteks lokal yang tengah
dipertimbangkan.

Penerapan prinsip-prinsip EBM dalam ranah kebijakan
juga seringkali terjebak dalam asumsi bahwa proses
pengembangan kebijakan bersifat rasional dan linear mulai dari
agenda setting, hingga formulasi kebijakan, implementasi,
evaluasi, keberlanjutan, modifikasi atau terminasi (Cairney,
2016). Beberapa asumsi ‘rasional’ yang mendasari pendekatan
tersebut antara lain konsensus ilmiah dapat dihasilkan berbasis
pada eviden yang relevan. Asumsi berikutnya adalah bahwa
proses pengembangan kebijakan tersentralisasi dan kekuasaan
dipegang oleh segelintir pengambil kebijakan. Pendekatan EBM
juga sering mengasumsikan bahwa eviden hasil penelitian adalah
satu-satunya sumber pengetahuan bagi pengambil kebijakan.
Dalam pendekatan ini, pengambil kebijakan sering diasumsikan
memahami eviden sebagaimana ilmuwan memahaminya.
Pengambil kebijakan dalam pendekatan ini juga sering
diasumsikan ~ memiliki motivasi dan peluang untuk
menerjemahkan eviden menjadi solusi yang konsisten dan
proporsional dengan masalah kebijakan. Pembelajaran dari
kegagalan-kegagalan dalam menerjemahkan eviden menjadi
kebijakan mengungkap bahwa asumsi-asumsi tersebut tidak
sesuai dengan realita dinamika pengambilan kebijakan (Cairney,
2016).

Teori kebijakan moderen menjelaskan kompleksitas
masalah kebijakan melalui interrelasi lima faktor (Cairney,
2019): (1) Banyak pelaku membuat dan mempengaruhi
keputusan di berbagai jenjang kepemerintahan; (2) terdapat
proliferasi aturan dan norma dalam banyak organisasi pengambil
kebijakan; (3) jaringan-jaringan kebijakan, atau hubungan-
hubungan antara pengambil kebijakan dan influencer kebijakan
tersebar luas; (4) terdapat kecenderungan dominasi gagasan-
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gagasan yang telah mapan; dan (5) Kondisi-kondisi dan
kejadian-kejadian dapat memperkuat stabilitas atau mendorong
pengambil kebijakan untuk mengalihkan perhatian/merubah
posisi. Berdasar pemahaman atas interrelasi antara lima faktor
tersebut, maka terdapat setidaknya tiga kondisi yang perlu
terpenuhi untuk dapat mendorong pemanfaatan eviden dalam
kebijakan dan praktik kesehatan (Cairney, 2019). Kondisi
pertama yang harus terpenuhi adalah para pelaku mampu
menggunakan eviden untuk meyakinkan pengambil kebijakan
untuk memberikan perhatian dan merubah pemahaman mereka
atas suatu isu kebijakan. Selanjutnya kondisi lingkungan
kebijakan harus kondusif bagi perubahan kebijakan. Kondisi
berikutnya para pelaku harus mampu mengeksploitasi tingkat
perhatian yang tinggi, ketersediaan solusi yang mampu laksana
serta motivasi dan peluang bagi para pengambil kebijakan untuk
mengadopsi solusi dalam jendela peluang yang seringkali
singkat. Dengan kata lain, eviden penting, namun eviden semata
kurang mencukupi untuk mendorong perubahan kebijakan
(Cairney, 2019).

Di dunia nyata, pemikiran-pemikiran dan aksi-aksi
kebijakan  berdinamika dalam lingkungan dan sistim
pengambilan kebijakan yang kompleks (Cairney, 2019).
Kompleksitas masalah kebijakan banyak dipengaruhi oleh
tingkat ketidakpastian (level of uncertainty) dan tingkat
ketidaksepakatan (level of disagreement) eviden (Stacey, 2015).
Konsep EBM lebih sesuai untuk diterapkan pada masalah
kebijakan dengan tingkat kepastian dan kesepakatan yang relatif
tinggi, dimana pengambilan keputusan cenderung teknis dan
rasional. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan tingkat
ketidaksepakatan, maka semakin besar peran intuisi dan
pendapat dalam pengambilan keputusan.
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Pendapat ahli juga sering dijadikan dasar untuk
forecasting kebijakan, terutama dalam konteks masalah
kebijakan dengan tingkat ketidakpastian eviden yang tinggi
(Dunn et al, 2018). Akurasi forecasting kebijakan berbasis
pendapat ahli dapat meningkat hingga 70 persen bila melalui
proses beberapa ronde mengikuti metode Delphi. Metode ini
awalnya dikembangkan untuk forecasting kebijakan bagi
masalah-masalah teknis dan memfasilitasi kesepakatan diantara
sekelompok pakar yang homogen. Pada perkembangannya
Metode Delphi disesuaikan untuk konteks masalah kebijakan
dengan mengungkap pendapat-pendapat yang paling
berlawanan atas masalah kebijakan dimana belum ada pakar-
pakarnya (Dunn et al, 2018).

Tingkat ketidakpastian eviden yang tinggi dalam konteks
pandemi COVID-19 juga mendorong kami untuk menerapkan
metode Delphi untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas
penguatan respon COVID-19 (Mahendradhata et al, 2022)
Kajian Delphi yang kami lakukan tersebut menggarisbawahi
bahwa prioritas utama untuk meningkatkan respons pemerintah
terhadap COVID-19 di Indonesia meliputi: (1) memperkuat
kapasitas untuk memastikan komunikasi yang konsisten,
kredibel, dan tepat sasaran, serta menerapkan gaya komunikasi
yang lebih inklusif dan empatik untuk mengatasi permasalahan
publik; (2) memastikan akses universal terhadap pengujian
COVID-19 yang andal dengan memperluas infrastruktur
laboratorium, memfasilitasi  kesiapan operasional, dan
meningkatkan penerapan tes alternatif/pelengkap yang telah
terbukti selain RT-PCR; dan (3) meningkatkan kapasitas
penerapan pelacakan kontak dan memfasilitasi pelacakan kontak
untuk semua kasus positif, dengan melibatkan pemangku
kepentingan utama dalam pengembangan lebih lanjut sistem
pelacakan kontak yang ada serta evaluasi dan penjaminan



14

kualitasnya. Para peneliti dan institusi pendidikan tinggi
berbekal dengan pemahaman dan penguasaan konsep-konsep
yang diuraikan diatas berpotensi untuk turut berdinamika dalam
proses perumusan kebijakan, namun mereka pun berhadapan
dengan tantangan-tantangan yang tidak ringan.

Tantangan-tantangan bagi para peneliti dan institusi
pendidikan tinggi dalam mendorong pemanfaatan eviden

Hadirin yang saya hormati,

Kajian kami menggarisbawahi bahwa pengetahuan atau
kesadaran akan eviden tidak serta merta menjamin pemanfaatan
eviden dalam kebijakan dan praktik (Mahendradhata &
Kalbarczyk, 2022). Keberhasilan World Mosquito Program
(WMP) Yogyakarta, yang dipimpin oleh peneliti-peneliti FK-
KMK UGM (Utarini et al, 2021), mendorong eviden hasil
penelitian teknologi Wolbachia untuk eliminasi dengue dalam
kebijakan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2021), maupun
global (WHO VCAG, 2021), juga menunjukkan pentingnya
kekuatan eviden dibarengi dengan kegigihan advokasi.

Banyak pengambil kebijakan dan pengambil keputusan
memahami bahwa eviden harus menjadi dasar pengambilan
keputusan. Namun, hanya sedikit yang menggunakan eviden
untuk  mengembangkan kebijakan. Masih  kurangnya
pengetahuan tentang pemanfaatan eviden dan bagaimana
melakukannya  berdampak pada kurangnya dukungan
kelembagaan, yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya
keuangan dan sedikitnya personel yang berdedikasi mendukung
kegiatan  pemanfaatan eviden. Pengambil  kebijakan
mengungkapkan bahwa mereka sering terkendala dalam
mengakses penelitian yang relevan, andal, dan relevan secara
lokal (Mahendradhata & Kalbarczyk, 2022). Hambatan-
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hambatan ini bersifat kompleks dan umum ditemui, terutama di
negara-negara berkembang.

Cara eviden penelitian dimanfaatkan untuk pengambilan
keputusan di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh
dinamika yang sangat kompleks (Malla et al, 2018).
Kesenjangan antara pengetahuan tentang penyakit dan
pengendaliannya, serta penerapan pengetahuan tersebut,
menggarisbawahi perlunya pemanfaatan eviden penelitian yang
lebih baik, khususnya di negara-negara berkembang dimana
beban kesehatan yang buruk disertai kesenjangan yang tinggi.

Posisi institusi pendidikan tinggi di negara-negara
berkembang sangat strategis untuk mendorong pemanfaatan
eviden dalam kebijakan dan praktik kesehatan. Namun,
penelitian-penelitian  menunjukkan bahwa institusi-institusi
pendidikan tinggi tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang
bervariasi dalam mewujudkan misi pemanfaatan eviden
(Murunga et al, 2020). Institusi-institusi pendidikan tinggi juga
sangat bervariasi dalam sejauh mana mereka terlibat dengan
pemangku kepentingan — khususnya pembuat kebijakan
dan/atau menghasilkan keluaran penelitian yang tepat waktu,
relevan dan berguna (Jessani et al, 2022). Ada beberapa alasan
untuk hal ini, antara lain struktur insentif akademik yang lebih
menghargai hibah penelitian, publikasi, dan pengajaran,
sedangkan kegiatan mendorong pemanfaatan eviden sering
dipandang sebagai pelengkap semata, sebagaimana pengabdian
masyarakat, meskipun pernyataan misi institusi
memprioritaskannya. Insentif individu atau organisasi yang ada
saat ini lebih banyak terfokus pada publikasi, dibandingkan
mendorong peneliti dan pengambil kebijakan untuk mendukung
pemafaatan eviden (Sajadi et al, 2021).

Tinjauan kami atas penelitian-penelitian yang telah
dilakukan untuk memahami kebutuhan dan hambatan institusi
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pendidikan tinggi dalam mendorong pemanfaatan eviden
mengungkapkan kurangnya pengetahuan tentang teori
pemanfaatan eviden, tantangan dalam perencanaan dan
pelaksanaan pemanfaatan eviden (bagaimana melakukannya),
lemahnya hubungan antar institusi, pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya, dan kesulitan dalam mengkomunikasikan
eviden secara efektif (Kalbarczyk et al, 2021). Tinjauan pustaka
serta survei institusi-institusi penelitian di negara-negara
berkembang mengungkap tidak adanya pendanaan inti (core
funding), kurangnya kejelasan definisi dan struktur insentif
akademis untuk mendorong pemanfaatan eviden sebagali
kendala yang signifikan (Shroff et al, 2017). Sebuah tinjauan
literatur yang dilakukan oleh Jones et al (2015) mengulas
keterampilan, strategi dan pengetahuan yang dibutuhkan peneliti
untuk mendorong pemanfaatan eviden, antara lain: (1)
pemahaman teori dan sains pemanfaatan eviden (ii) perencanaan
pemanfaatan eviden, (iii) mengembangkan hubungan untuk
keterlibatan dan pertukaran dengan pengambil keputusan, (iv)
mengkomunikasikan  penelitian dan (v) mengevaluasi
pemanfaatan eviden dan dampak penelitian.

Kajian mendalam kami (Kalbarczyk et al, 2021) atas
enam institusi pendidikan tinggi di beberapa negara berkembang
(Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, India,
Indonesia, Nigeria) mengungkap lebih lanjut tiga tema
tambahan sebagai berikut: (1) kompleksitas pemanfaatan eviden
dalam proses kebijakan serta kebutuhan akan ketrampilan lunak
(soft-skill); (2) peran misi dan insentif kelembagaan; serta (3)
nilai dan tantangan dalam mengembangkan jaringan internal dan
eksternal yang kuat. Kompleksitas proses kebijakan
memerlukan keterampilan lunak (soft skill) yang seringkali tidak
dimiliki oleh para peneliti untuk menavigasi proses ini dan
berinteraksi dengan para pembuat kebijakan. Pada saat yang
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sama, institusi-institusi pendidikan tinggi sering tidak memiliki
strategi yang diperlukan untuk terus mendorong pemanfaatan
eviden, meskipun pemanfaatan eviden merupakan bagian
integral dari misi kelembagaan mereka. Peran jaringan yang
bermanfaat, baik internal maupun eksternal bagi institusi
pendidikan tinggi sangat penting, dan berfungsi untuk
memfasilitasi penerimaan eviden yang dihasilkan melalui
penelitian dan pemanfaatannya dalam pembuatan kebijakan.
Ketiga tema di atas saling terkait erat dan dapat
mempunyai efek multiplikatif terhadap kapasitas dan motivasi,
yang merupakan komponen inti kesiapan institusi dalam
mendorong pemanfaatan eviden (Kalbarczyk et al, 2021).
Jaringan yang kuat sangat berharga bagi upaya pemanfaatan
eviden namun memerlukan Kketerlibatan para pemangku
kepentingan secara berkelanjutan dan waktu serta sumber daya
untuk mempertahankannya. Dalam berbagai konteks, waktu
bagi peneliti untuk melakukan kegiatan terkait pemanfaatan
eviden sangatlah terbatas, khususnya ketika insentif-insentif
kelembagaan yang ada lebih ditujukan untuk kegiatan-kegiatan
lain. Jaringan internal suatu institusi pendidikan tinggi dan
sejauh mana tim dapat terbentuk dan berkolaborasi bergantung
pada bagaimana institusi tersebut memprioritaskan sumber
dayanya (misalnya staf, pendanaan, dan masukan dari pimpinan)
dan bagaimana jajaran pimpinan institusi terlibat dalam proses
kebijakan. Upaya peningkatan kapasitas untuk meningkatkan
pemanfaatan eviden dalam situasi demikian  harus
mempertimbangkan keterkaitan ini dengan memenuhi kebutuhan
individu internal dan eksternal serta institusi. Hal ini sangat
relevan terutama dalam konteks negara-negara berkembang,
dimana pemanfaatan eviden dalam pengambilan keputusan
masih terbatas dan terkendala oleh kurang pentingnya eviden
penelitian dalam perspektif pengambil kebijakan,
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buruknya komunikasi antara peneliti dan pengambil keputusan,
korupsi, kurangnya pelatihan, kendala kelembagaan dan
lemahnya mekanisme untuk mendukung pengambilan
keputusan berdasarkan eviden (El-Jardali et al, 2020).
Tantangan-tantangan di atas menggarisbawahi perlunya
pengembangan intervensi tingkat kelembagaan pada institusi-
institusi pendidikan tinggi untuk mendorong pemanfaatan
eviden dalam kebijakan dan praktik kesehatan.

Intervensi kelembagaan untuk mendorong pemanfaatan
eviden dalam kebijakan dan praktik

Hadirin yang berbahagia,

Pemanfaatan eviden adalah tantangan yang kompleks
dan para peneliti memerlukan dukungan institusi untuk
memastikan mereka dapat memaksimalkan manfaat penelitian
mereka (Minogue et al, 2021). Untuk meningkatkan dampak
penelitian pada kebijakan dan praktik kesehatan, diperlukan
peningkatan kapasitas dan keterampilan untuk mendorong
pemanfaatan eviden. Dalam hal ini institusi pendidikan tinggi
perlu mengalokasikan insentif bagi bentuk eviden hasil
penelitian selain publikasi jurnal, menuju pengembangan
produk-produk yang memiliki relevansi langsung dengan para
pengambil keputusan, seperti nota kebijakan, ringkasan
penelitian dan penggunaan media sosial secara kreatif, jika
eviden penelitian yang dihasilkan ingin berdampak optimal
dalam mendukung pengambilan keputusan (Shroff et al, 2017)

Upaya pemanfaatan eviden memerlukan
pengembangan kapasitas individu dan organisasi (Baretto et al,
2023). Namun banyak institusi yang terlalu fokus pada
perubahan individu dan kurang mempertimbangkan perubahan
pada tingkat sistem (Minogue et al, 2021). Kesiapan institusi
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untuk menciptakan budaya penelitian di mana pengetahuan
dihargai dan dibagikan merupakan unsur utama keberhasilan
implementasi  Institusi pendidikan perlu mencari cara untuk
menghindari pemborosan penelitian dan mendukung penelitinya
untuk berbagi pengetahuan dan turut mewarnai praktik dan
kebijakan (Minogue et al, 2021). Refleksi terhadap peluang
kelembagaan, kebijakan dan proses untuk kemajuan dan promosi
dosen perlu dilakukan untuk mengakui, mendukung dan
menghargai upaya dan kegiatan yang mendorong keterlibatan
dengan pemangku kepentingan dengan tujuan untuk
mempengaruhi perubahan dalam kebijakan dan/atau praktik
(Jessani et al, 2022).

Pengamatan yang lebih mendalam terhadap kendala-
kendala yang dihadapi institusi pendidikan untuk mendorong
pemanfaatan eviden (Murunga et al, 2020) menunjukkan bahwa
hambatan-hambatan tersebut saling bergantung—dan mungkin
disebabkan oleh interaksi dari dua atau lebih tema, misalnya:
‘penyelarasan insentif dan misi kelembagaan’ dan ‘peran
jejaring dalam pemanfaatan eviden’. Institusi pendidikan tinggi
yang tidak mengidentifikasi pemanfaatan eviden sebagai
prioritas tidak akan mengembangkan jejaring yang mendukung
pemanfaatan eviden (contoh: Jaringan Kebijakan Kesehatan
Indonesia yang diinisiasi oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen
Kesehatan FK-KMK UGM), dan kecil kemungkinannya untuk
memprioritaskan peningkatan kesadaran pembuat kebijakan
untuk menuntut eviden. Oleh karena itu, ketika sumber daya
intervensi terbatas, mungkin akan lebih efisien untuk mengatasi
tema-tema yang berinteraksi ini sebagai pendorong intervensi
tingkat tinggi dibandingkan berfokus pada hambatan-hambatan
individual (Kalbarczyk et al, 2021).

Dengan demikian diperlukan pelembagaan upaya-upaya
di institusi pendidikan tinggi untuk mendorong pemanfaatan
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eviden dalam kebijakan dan praktik kesehatan, beralih dari
pendekatan adhoc upaya pendorongan pemanfaatan eviden yang
berfokus pada individu, proyek atau isu tertentu ke pendekatan
yang bersifat program, terintegrasi, dan berfokus pada sistem
(Kheirandish et al, 2023). Dari sudut pandang WHO (2023),
pelembagaan pemanfaatan eviden dalam kebijakan dan praktik
kesehatan didefinisikan sebagai “proses dan hasil dari
penciptaan, pemeliharaan dan penguatan norma, peraturan, dan
praktik standar yang, berdasarkan makna dan nilai kolektif,
tindakan, serta pemberian sumber daya, memungkinkan eviden
— seiring berjalannya waktu — menjadi bagian yang sah dan
dianggap bagian rutin dalam pembuatan kebijakan.” Pada
institusi dimana pemanfaatan eviden sudah terlembagakan maka
upaya tersebut terstandarisasi dan menjadi rutinitas, terintegrasi,
dan tertanam dalam keseharian, tidak bergantung pada individu
tertentu untuk melakukan tindakan tersebut (WHO 2023).

Para peneliti kebijakan dan sistem kesehatan dewasa
ini telah semakin menyadari perlunya merancang lembaga yang
efektif untuk mendukung pemanfaatan eviden, terutama di
negara-negara berkembang (Koon et al, 2020). Namun
penguatan  kapasitas  kelembagaan dalam  mendorong
pemanfaatan eviden merupakan hal yang kompleks dan
memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan serta
investasi jangka panjang (Oronje et al, 2019). Meskipun seruan
untuk melembagakan pemanfaatan eviden semakin kuat dalam
beberapa tahun terakhir, namun metode bagi institusi untuk
mempertahankan dan mengintegrasikan pemanfaatan eviden
sebagai bagian dari arus utama pembuatan kebijakan kesehatan
masih sangat terbatas. Kuchenmiller et al (2022) menawarkan
kerangka teoritis yang terdiri dari enam domain utama
pelembagaan pemanfaatan eviden dalam kebijakan dan praktik
yang mencakup struktur dan lembaga: (1) tata kelola; (2) standar
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dan proses rutin; (3) kemitraan, aksi kolektif dan dukungan; (4)
kepemimpinan dan komitmen; (5) sumber daya; dan (6) budaya.
Pelembagaan pemafaatan eviden adalah manifestasi akhir dari
jaringan keterkaitan yang kompleks antara enam domain tersebut
beserta  prinsip-prinsipnya, dan tercapai ketika ada
keseimbangan sistem antar komponen (Gruen et al, 2008).
Keseimbangan ini mensyaratkan domain-domain tersebut selaras
dan terhubung. Beberapa domain mungkin lebih relevan dalam
situasi dan konteks sosiokultural tertentu dibandingkan domain
lainnya.

Melembagakan upaya-upaya institusi pendidikan tinggi di
Indonesia untuk mendorong pemanfaatan eviden

Hadirin yang saya muliakan,

Pelembagaan pengembangan kebijakan kesehatan
berdasarkan eviden adalah hal yang kompleks dan rumit.
Kerumitan terjadi karena melibatkan banyak komponen dan
pelaku serta karena pelembagaannya memerlukan banyak
perubahan yang sulit dilakukan (Majdzadeh et al, 2022). Dengan
demikian, penguatan pemanfaatan eviden memerlukan peta
jalan yang harus mempertimbangkan tantangan dan
mengatasinya melalui strategi yang efektif, harmonis, dan
kontekstual. Peta jalan pelembagaan pemanfaatan eviden di
institusi pendidikan kesehatan secara garis besar dapat
dikembangkan dengan mengikuti kerangka teori proses
pelembagaan yang terdiri atas lima tahapan yang saling tumpang
tindih: (1) peristiwva pemicu (precipitating event); (2) de-
institusionalisasi; (3) semi-institusionalisasi  (terdiri dari
teorisasi dan difusi); (4) (re)-institusionalisasi; dan (5)
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pembaharuan proses de-institusionalisasi (Kuchenmdller et al,
2022).

Berdasar pada kerangka teori proses pelembagaan
tersebut, pandemi COVID-19 dapat berperan sebagai peristiwa
pemicu (precipitating event) pelembagaan upaya pemanfaatan
eviden dalam kebijakan dan praktik kesehatan. Pandemi
mendisrupsi  praktik-praktik yang ada dan mempercepat
perubahan, termasuk praktik upaya-upaya untuk mendorong
pemanfaatan eviden. Dengan demikian pandemi merupakan
pemicu eksogen yang dapat mendorong de-institusionalisasi.
Institusi pendidikan tinggi perlu memanfaatkan momentum
yang terbangun paska pandemi untuk Kkatalisasi de-
institutionalisasi praktik-praktik yang kurang efektif dengan
mendorong keterbukaan dan kesiapan melalui peningkatan
pemahaman akan proses perubahan yang perlu dilalui untuk
dapat lebih meningkatkan pemanfaatan eviden.

Institusi pendidikan tinggi yang berhasil melewati fase
de-institusionalisasi dengan baik selanjutnya perlu mengelola
proses pre-institusionalisasi. Pada fase tersebut, institusi
pendidikan tinggi perlu mulai mencoba menerapkan praktik,
struktur, dan prosedur-prosedur baru untuk mengatasi tekanan-
tekanan perubahan meski masih belum komprehensif dan dalam
skala terbatas. Fase ini dapat ditopang dengan pembentukan
struktur yang tidak permanen (misal satgas atau pokja
pemafaatan eviden) untuk menguji coba pendekatan
pemanfaatan eviden, dalam rangka menghasilkan bukti konsep
(proof of concept).

Pada fase semi-institusionalisasi, institusi pendidikan
tinggi memperluas diseminasi inovasi ke kalangan pengadopsi
yang semakin heterogen. Semakin sering berbagai praktik,
struktur, dan prosedur-prosedur baru tersebut diterapkan,
semakin dipandang sebagai tindakan yang tepat dan
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memperoleh legitimasi. Dalam fase ini, pimpinan institusi
pendidikan tinggi dapat memberikan mandat resmi dan
operasionalisasi formal pengaturan kelembagaan upaya-upaya
untuk mendorong pemanfaatan eviden dengan proses dan
prosedur pengambilan keputusan yang jelas, misal Standard
Operating Procedure (SOP) yang dipayungi dengan Peraturan
pimpinan institusi pendidikan tinggi. Formalisasi pengaturan
upaya pemanfaatan eviden akan meningkatkan legitimasi dan
permintaan akan layanan yang disediakan oleh tata kelola
institusional untuk pemanfaatan eviden, sehingga berkontribusi
terhadap pengulangan, reproduksi, dan penerapan kembali
praktik-praktik baru pemanfaatan eviden. Institusi pendidikan
tinggi perlu memastikan bahwa struktur dan peraturan-
peraturan, pada fase ini, masih dapat diubah dan dengan mudah
dibubarkan atau dibatalkan bila diperlukan.

Selama fase re-institusionalisasi, institusi pendidikan
tinggi perlu mengkodifikasi dan mengunci perilaku dan makna
dalam logika kelembagaan, untuk menciptakan ketahanan dan
mempertahankan kesinambungan melalui dinamika umpan
balik yang memperkuat peningkatan legitimasi dan peningkatan
penerimaan. Dalam hal ini, institusi pendidikan tinggi dapat
mengenalkan prosedur dan rutinitas standar pemanfaatan eviden
tertentu, Klarifikasi kosakata pemanfaatan eviden, dan
formalisasi identitas peran dalam pemanfaatan eviden. Sesuai
dengan kerangka teori pelembagaan pemanfaatan eviden
(Kuchenmuller et al, 2022), re-institusionalisasi akan mengarah
pada pematangan keenam domain pelembagaan yang dijelaskan
pada sub-bagian sebelumnya untuk memberikan stabilitas dan
ketahanan kelembagaan yang maksimal, terhadap disrupsi yang
berpotensi mengarah pada proses de-institusionalisasi.
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Hadirin yang saya hormati,

Pada bagian akhir pidato ini, berikut adalah pesan-pesan
utama yang ingin kami tekankan kembali. Institusi-institusi
pendidikan tinggi menduduki posisi yang strategis untuk
mendorong pemanfaatan eviden dalam kebijakan dan praktik
kesehatan. Berbagai kajian-kajian yang kami lakukan, ataupun
dilakukan para peneliti lain, telah mengungkap berbagai
tantangan yang dihadapi institusi pendidikan tinggi untuk
mewujudkan misi tersebut. Dengan demikian diperlukan
pelembagaan upaya-upaya di institusi pendidikan tinggi, beralih
dari pendekatan upaya adhoc yang terbatas pada isu tertentu ke
pendekatan yang bersifat program, terintegrasi, dan berfokus
pada sistem. Pandemi COVID-19 dapat berperan sebagai
peristiva pemicu (precipitating event) dalam konteks
pelembagaan upaya pemanfaatan eviden. Institusi-institusi
pendidikan tinggi perlu memanfaatkan momentum yang
terbangun pasca pandemi untuk katalisasi pelembagaan upaya-
upaya mendorong pemanfaatan eviden dalam kebijakan dan
praktik kesehatan.

Penulisan naskah pidato ini terjadi pada selang waktu
antara kami mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk pencegahan dan respon pandemi yang
diselenggarakan di bulan September 2023 di New York dan
persiapan pertemuan ke-7 Intergovernmental Negotiation Body
untuk Pandemic Treaty yang diselenggarakan di bulan
November 2023 di Jenewa. Kehadiran dalam forum-forum
perumusan kebijakan di tingkat global tersebut, maupun forum-
forum serupa sebelumnya, merupakan upaya untuk memastikan
eviden dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan
kesehatan. Kami meyakini upaya tersebut akan jauh lebih
optimal bila dapat didukung oleh pelembagaan pemanfaatan
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eviden di institusi pendidikan tinggi. Peningkatan kesiapan
institusi  pendidikan tinggi melalui pelembagaan upaya
pemanfaatan  eviden, dibarengi dengan  pelembagaan
pemanfaatan eviden di institusi-institusi pengambil kebijakan,
merupakan modal utama pengembangan ekosistem eviden yang
mampu menghasilkan kebijakan kesehatan yang dapat mencapai
tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi kesehatan
masyarakat.

Hadirin yang berbahagia,

Perkenankanlah pada akhir pidato pengukuhan ini saya
memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa
atas limpahan karuniaNya sehingga saya diamanahi jabatan
terhormat sebagai Guru Besar. Mohon doa restunya, agar
jabatan ini menjadi pemicu saya untuk terus berkarya,
beribadah dan mengabdi, serta memberikan keberkahan bagi
kami, institusi dan masyarakat luas.

Atas jabatan guru besar ini, saya mengucapkan banyak
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
pencapaian ini. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan
kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atas
kepercayaan yang diberikan kepada saya dengan amanah
jabatan Guru Besar dalam IlImu Kebijakan dan Manajemen
Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan
Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada
Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K).,
Ph.D; Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, serta seluruh
Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, yang telah
menyetujui dan mengusulkan saya sebagai Guru Besar. Terima
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kasih dan salam hormat kepada para Dekan Fakultas dan
Sekolah di lingkungan UGM periode 2021-2026.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para
Wakil Dekan FK-KMK UGM periode 2016-2021 dan periode
2021-2026: Prof. dr. Gandes Retno Rahayu, MMedEd, PhD,
(alm) Dr. dr. Mahardika Agus Wijayanti, DTM&H, M.Kes, dr.
Mei Neni Sitaresmi, Ph.D, Sp.A (K), dr. Ahmad Hamim
Sadewa, Ph.D, Prof. Dr. dr. Hera Nirwati, M.Kes, Sp.MK, Dr.
dr. Lina Choridah, Sp.Rad(K), dan Dr. dr. Sudadi Sp.An, KNA,
KAR serta para Asisten Wakil Dekan periode 2016-2021 dan
periode 2021-2026: Prof. dr. Budi Mulyono, Sp.PK.(K).,MM,
Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes, Dr. dr. Niken Trisnowati,
M.Sc., Sp.KK(K), dr. Sri Awalia Febriana M.Kes, Sp.KK, PhD
(K), dr. Yoyo Suhoyo, M.MedEd, PhD, dr. Arief Budiyanto,
Ph.D, Sp.KK(K), Lely Lusmilasari, S.Kp., M.Kes.,Ph.D., Prof.
dr. Gunadi, Ph.D, Sp.BA., Subsp.D.A(K) dan dr. Datu
Respatika, Ph.D., Sp.M.

Ucapan terima kasih setulusnya saya ucapkan kepada
Ketua Senat FK-KMK UGM, Prof. dr. Tri Wibawa, Ph.D.,
Sp.MK(K) dan Sekretaris Senat FK-KMK UGM, Dr. dr. Satiti
Retno Pudjiati, Sp.KK(K), serta seluruh anggota Senat FK-
KMK UGM yang telah menyetujui dan mengusulkan saya
sebagai Guru Besar.

Ungkapan terima kasih disertai penghargaan yang
setinggi-tingginya saya sampaikan kepada guru-guru saya di
SD Negeri IKIP Yogyakarta, Bluemont Elementary School,
Manhattan Middle School, SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta,
SMA Negeri 3 Yogyakarta, serta kepada para dosen saya di
Fakultas Kedokteran UGM, Institute of Tropical Medicine and
International Health Berlin, Charité - Universitatsmedizin
Berlin, Institute of Tropical Medicine, Antwerp dan Ghent
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University yang telah membimbing dan mengantarkan saya
mencapai jabatan akademik tertinggi ini.

Kepada Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen
Kesehatan FK-KMK UGM, dr. Lutfan Lazuardi, MPH, PhD,
terima kasih atas semua dukungan dan kesempatan terhadap
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